
 

 

 
 
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

PROVINSI LAMPUNG 
 

 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR    13    TAHUN  2025 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 
Menimbang 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Mengingat 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

bahwa dengan adanya perubahan tata cara pendaftaran 

dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara 
berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 serta adanya perubahan 
nomenklatur kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu mengubah 

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Laporan Harta Kekayaan  Penyelenggara Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 

8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara dengan peraturan bupati. 

 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19Tahun 2019(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 

2024; 

 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemberantasan 

Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara.  

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembar Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 18),  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 

7 Tahun 2021. (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2021 Nomor 7) 
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Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 
2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara.  

 

 

Menetapkan 

 

 

: 

MEMUTUSKAN: 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR  25 TAHUN 

2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA. 
 

PASAL I 

 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelengggara Negara (Berita Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 08) 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah dan antara angka 6 dan angka 

7 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 6a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 1 
 

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsure penyelenggara 

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. 

5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Timur yang menjalankan fungsi eksekutif 

dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

 

 

 



 

 

6a.  Ajudan dan Staff Khusus Bupati adalah Pejabat yang di tetapkan oleh 

bupati sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. 

7. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak, berwujud 

atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat 

dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara beserta istri / suami 

dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas 

nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan 

selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 

8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di sebut KPK adalah 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud 

dalam Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya di 

singkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk 

lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, 

data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas 

harta kekayaan penyelenggara negara. 

10. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik 

yang dilakukan Penyelenggara Negara kepada KPK. 

11. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk 

menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 

12. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan 

LHKPN. 

13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 

kepada KPK. 

14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara 

kepada publik. 

15. Admin instansi adalah Pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 

mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya. 

16. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 

mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan unit kerjanya. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:    
 

 

Pasal 2 

 
(1). Ayat 1 tetap; 

(2). Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timurterdiri dari : 

a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 

c. Pejabat Struktural Esselon II atau yang disamakan; 

d. Kepala Bagian Sekretariat Daerah; 
e. Direktur PDAM; 

f. Camat; 

g. Pejabat Struktural Esselon IIIA pada Inspektorat; 
 

 

 
 



 

 

 

h. Pejabat Fungsional Auditor Madya dan Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah Madya; 

i. Ajudandan Staff KhususBupati. 

 
(3). Wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

 
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut:  

 
 

Pasal 3 
 

(1). Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni 

pada saat: 

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali 

menjabat; 

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; 

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah 

berakhirnya masa jabatan atau pensiun;  

d. atau masih menjabat. 

 

(2). LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan 

huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) 

bulan terhitung sejak: 

 

a. saat pengangkatan pertama;  

b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau  

c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun,  

sebagai Penyelenggara Negara. 

 

(3). LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan 
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per 

tanggal 31 Desember tahun laporan. 

 

(4). LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam 

jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.  

 

(5). Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk 

melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara. 

 

Pasal 4 

 

4. Pasal 4 tetap 
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 
 

(1). Ayat 1 tetap 

(2). Ayat 2  tetap 
 

 

 
 



 

 

(3). Pejabat Wajib LHKPN jika  tidak menyampaikan LHKPN yang dimaksud 

dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang, sebagaimana    
diatur ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

 

 
6. Pasal 6 dihapus 

7. Pasal 7 dihapus 

8. Pasal 8 diubah menjadi: 
 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

 
   

Ditetapkan di  Sukadana 
Pada tanggal   3 Juni  2025 

 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 
 

 ttd  

 

ELA SITI NURYAMAH   
  

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal 4 Juni 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 
 

 ttd 

 
MOCH. JUSUF 

 

 

 
 

 

 
 

 Salinan Sesuai dengan Aslinya 

   Kepala Bagian Hukum, 

ttd 

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M 
  Pembina Tk.I / IV.b  

NIP. 19780516 200312 2 006 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 59 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


